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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 138/PMK.06/2010 
TENTANG 

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA RUMAH NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan 
barang milik negara, diperlukan adanya tertib administrasi 
dalam pengelolaan barang milik negara berupa rumah 
negara dengan tetap menjunjung tinggi good governance; 

b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, 
Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, 
belum secara khusus mengatur pengelolaan Barang Milik 
Negara berupa rumah negara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara Berupa Rumah Negara; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang 
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005   Nomor 
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      
Nomor 4515); 

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

 4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan 
Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; 

 5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA 
RUMAH NEGARA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 
1.  Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua 

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari 
perolehan lainnya yang sah. 

2. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi 
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sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta 
menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri. 

3. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi 
pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat 
tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat 
yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. 

4. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai 
hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya 
disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti 
atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara. 

5. Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk 
golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya. 

6. Penjualan Rumah Negara Golongan III adalah pengalihan kepemilikan 
BMN berupa Rumah Negara kepada penghuni dengan menerima 
penggantian dalam bentuk uang yang dilakukan dalam rangka pengalihan 
hak Rumah Negara. 

7. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan 
menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan 
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola 
Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada 
dalam penguasaannya. 

8. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 
menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 

9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
BMN. 

10. Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III adalah Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum. 

11. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang 
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada 
dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

12. Kuasa Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III adalah kepala satuan 
kerja atau pejabat pada Kementerian Pekerjaan Umum yang ditunjuk oleh 
Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III untuk mengelola dan 
mengadministrasikan Rumah Negara Golongan III yang berada dalam 
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.  
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Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 
 (1) Peraturan Menteri Keuangan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan pengelolaan BMN berupa Rumah Negara. 
 (2) Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan 

BMN berupa Rumah Negara yang tertib, terarah, dan akuntabel. 
Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup 
Pasal 3 

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur penggunaan, pemindahtanganan, 
penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMN berupa 
Rumah Negara. 

BAB II 
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB 

Bagian Kesatu 
Kewenangan 

Pasal 4 
(1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan: 

a. menetapkan status penggunaan BMN berupa Rumah Negara; 
b. memberikan persetujuan atas usulan alih status penggunaan, 

pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN berupa Rumah Negara; dan 
c. melakukan pengawasan dan pengendalian BMN berupa Rumah Negara. 

(2) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang untuk BMN berupa 
Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II memiliki 
kewenangan: 
a. mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMN berupa Rumah 

Negara; 
b. mengajukan permohonan persetujuan alih status penggunaan, 

pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN berupa Rumah Negara; 
c. melakukan penggunaan, pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN 

berupa Rumah Negara; dan 
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d. melakukan pengawasan dan pengendalian BMN berupa Rumah Negara 
yang berada dalam penguasaannya. 

(3) Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Barang untuk BMN berupa 
Rumah Negara Golongan III memiliki kewenangan: 
a. mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMN berupa Rumah 

Negara Golongan III; 
b. mengajukan permohonan persetujuan penjualan, dan Penghapusan 

BMN berupa Rumah Negara Golongan III; dan 
c. melakukan Penghapusan BMN berupa Rumah Negara Golongan III. 

(4) Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang untuk Rumah Negara 
Golongan I dan Rumah Negara Golongan II memiliki kewenangan: 
a. mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMN berupa Rumah 

Negara; 
b. mengajukan permohonan persetujuan alih status penggunaan, 

pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN berupa Rumah Negara; 
c. melakukan penggunaan, pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN 

berupa Rumah Negara; dan 
d. melakukan pengawasan dan pengendalian  BMN berupa Rumah Negara 

yang berada dalam penguasaannya. 
(5) Pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk pada Kementerian Pekerjaan 

Umum selaku Kuasa Pengguna Barang untuk Rumah Negara Golongan III 
memiliki kewenangan:  
a. mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMN berupa Rumah 

Negara Golongan III; 
b. mengajukan permohonan persetujuan penjualan, dan Penghapusan 

BMN berupa Rumah Negara Golongan III; dan 
c. melakukan Penghapusan BMN berupa Rumah Negara Golongan III. 

Bagian Kedua 
Tanggung Jawab 

Pasal 5 
(1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki tanggung jawab 

untuk melakukan penatausahaan BMN berupa Rumah Negara. 
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